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Abstrak−Urgensi dari penelitian ini berawal dari pandemi covid-19 yang menimbulkan tantangan kesehatan dan ekonomi di banyak 

negara. Krisis ini menyebabkan pemerintah daerah berada dalam kondisi distress, yang mana sinyal awal terjadinya financial distress 

pada pemerintah daerah memiliki peran penting karena beberapa alasan. Opini audit yang diterbitkan oleh auditor eksternal seperti 
BPK dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah 

daerah. Opini audit ini dinilai dapat memberikan indikasi awal terkait masalah keuangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah 

daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini (1) Untuk menganalisis hubungan karakteristik pemerintah daerah terhadap financial 

distress (2) Untuk mencari bukti empiris mengenai dampak apakah opini audit dapat menjadi sinyal awal terhadap terjadinya financial 
distress. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh 

karakteristik pemerintah daerah terhadap financial distress, selain itu menggunakan analisis interaksi moderasi untuk mengetahu peran 

opini audit sebagai variabel moderator. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan pada sektor infrastruktur, utilitas, 

dan transportasi pada tahun 2020-2023 dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ketergantungan finansial dan solvabilitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress dengan nilai signifikansi 

masing-masing sebesar 0,153 > 0,05 serta 0,964 > 0,05, sedangkan kemandirian daerah, kemiskinan, dan pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing 0,015 < 0,05 dan 0,019 < 0,05; dan 0,001 < 0,05. Kemandirian daerah 

dan PAD yang tinggi cenderung menurunkan risiko financial distress, sementara tingkat kemiskinan yang tinggi meningkatkan 
risikonya. Opini audit ditemukan memoderasi hubungan antara kemandirian daerah dan financial distress dengan nilai siginifikansi 

0,017 < 0,05, namun tidak memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan, kemiskinan, pad, maupun ketergantungan finansial 

dengan financial distress yang ditunjukkan melalui signifikansi masing-masing variabel tersebut sebesar 0,627 > 0,05; 0,545 > 0,05; 

0,969 > 0,05; serta 0,638 > 0,05. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal dan pengelolaan PAD serta 
pengentasan kemiskinan sebagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. 

Kata Kunci: Karakteristik Pemerintah Daerah; Financial Distress; Opini Audit; Pemerintah Daerah; Indonesia 

Abstract−The urgency of this research stems from the Covid-19 pandemic which has caused health and economic challenges in many 

countries. This crisis has caused local governments to be in distress, where the initial signs of financial distress in local governments 
are very important for several reasons. Audit opinions issued by external auditors such as the BPK can provide a clear picture of the 

financial condition and transparency of budget management at the local government level. Therefore, the objectives of this study are 

(1) To analyze the relationship between local government characteristics and financial distress (2) To find empirical evidence regarding 

the impact of whether audit opinions can be an early signal of financial distress. The research method used is quantitative using multiple 
linear regression to test the effect of local government characteristics on financial distress, in addition to using moderation interaction 

analysis to determine the role of audit opinion as a moderator variable. The data used are financial reports of companies in the 

infrastructure, utilities, and transportation sectors in 2020-2023 with data processing using SPSS version 26. The results of the study 

indicate that financial dependence and service solvency do not have a significant effect on financial distress, while regional 
independence, poverty, and local revenue have a significant effect. High regional independence and PAD tend to reduce the risk of 

financial distress, while high poverty rates increase the risk. Audit opinions were found to moderate the relationship between regional 

independence and financial distress, but did not moderate the relationship between service solvency or other variables with financial 

distress. These findings emphasize the importance of increasing fiscal independence and PAD management as well as poverty 
alleviation as a strategy to maintain regional financial stability. 

Keywords: Characteristics of Local Government; Financial Distress; Audit Opinion; Local Government; Indonesia 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik 

secara langsung kepada masyarakat. Dalam era desentralisasi fiskal, semakin besar kewenangan yang dimiliki pemerintah 

daerah untuk mengelola anggaran dan mengambil keputusan strategis sesuai karakteristik serta kebutuhan lokal. Namun, 

kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi seperti pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan, efisien, dan 

akuntabel dalam mengelola keuangannya. Namun, dalam beberapa kasus, pengelolaan keuangan yang buruk dapat 

menyebabkan financial distress atau kesulitan keuangan, yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik, 

menurunkan daya saing daerah tersebut, merusak kredibilitas pemerintah, juga mempengaruhi keputusan penting dan vital 

yang dibuat oleh pemerintah terkait (Tarighi et al., 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk 

mengidentifikasi masalah keuangan sejak dini (Zhao et al., 2022), sehingga langkah-langkah pencegahan atau perbaikan 

dapat diambil sebelum masalah semakin besar.  

Fenomena financial distress di pemerintah daerah bukanlah isu yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil 

dari akumulasi kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu pendekatan 
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yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya potensi masalah fiskal adalah melalui opini audit yang 

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui dua kriteria yakni melalui hasil pemeriksaan laporan 

keuangan dengan menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhaan terhadap ketentutan perundangan-

undangan (Indra et al., 2022). Opini audit merupakan bentuk evaluasi profesional atas kelayakan penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah, serta mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Opini yang 

diberikan bervariasi, mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, 

hingga Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) (Ibrahim, 2024).Opini yang tidak baik sering kali dihubungkan dengan 

lemahnya pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta adanya risiko 

penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan. 

Namun demikian, opini audit tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan risiko financial distress. Sebuah daerah 

yang menerima opini WDP atau bahkan disclaimer belum tentu akan mengalami distress apabila memiliki kapasitas fiskal 

yang kuat dan ketahanan kelembagaan yang memadai. Sebaliknya, daerah yang memperoleh opini WTP belum tentu 

terbebas dari tekanan fiskal jika struktur keuangannya bergantung secara berlebihan pada transfer pusat atau memiliki 

beban belanja yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melihat opini audit dalam konteks karakteristik struktural 

pemerintah daerah itu sendiri. Secara lebih jauh, opini audit pun bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi 

terjadinya financial distress. Karakteristik pemerintah daerah, seperti ketergantungan finansial, kemandirian daerah, 

solvabilitas layanan, dan kemiskinan dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress (Padovani et 

al., 2024; Rahmi & Sari, 2023). Daerah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat atau dengan 

manajemen keuangan yang lemah cenderung lebih rentan menghadapi kesulitan keuangan (Rahmi & Sari, 2023). Di sisi 

lain, daerah dengan PAD yang rendah atau pertumbuhan ekonomi yang terbatas juga menghadapi tantangan besar dalam 

mengelola anggaran dan utang yang mana diperkuat dengan kebocoran anggaran menggerus kapasitas fiskal 

riil pemerintah daerah. Saat dana bocor, program publik tidak berjalan optimal, beban belanja tetap ada, dan potensi 

pendapatan hilang yang berpotensi mengarah pada financial distress (Paranata, 2022). 

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyebab utama dari kondisi distress fiskal tidak hanya berasal dari sisi belanja 

modal yang tidak terkendali, tetapi juga dari karakteristik fiskal dan sosial daerah itu sendiri (Kusumawati, 2024). Daerah 

dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat cenderung lebih rapuh secara fiskal karena rendahnya 

kapasitas pendapatan mandiri (Wang et al., 2021). Sebaliknya, tingkat kemandirian daerah dan tingginya pendapatan asli 

daerah dapat mencerminkan ketahanan fiskal yang lebih baik, karena menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai 

kebutuhan sendiri (Haptari et al., 2022).Selain itu, solvabilitas layanan, atau kemampuan daerah dalam membiayai 

layanan publik utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi indikator penting atas kelangsungan fiskal 

jangka Panjang (Alshaib et al., 2023; Wojtowicz & Hodzic, 2023). Di sisi lain, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat 

memperlemah basis pajak dan menambah beban belanja sosial, sehingga meningkatkan tekanan terhadap keuangan daerah 

(Soto et al., 2024). 

Meskipun indikator-indikator struktural tersebut memberikan gambaran penting mengenai kerentanan fiskal, 

mereka belum cukup untuk memberikan sinyal yang eksplisit tentang kondisi financial distress. Di sinilah opini audit dari 

lembaga pemeriksa eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memainkan peranan penting. Opini audit 

mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengendalian internal. 

Opini buruk seperti disclaimer atau adverse sering kali menjadi alarm atas adanya potensi kegagalan fiskal. Namun, tidak 

semua opini buruk berujung pada distress, dan tidak semua opini baik menjamin stabilitas keuangan. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa opini audit berpotensi berfungsi sebagai variabel moderasi, yang dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh karakteristik daerah terhadap potensi financial distress. Dengan kata lain, bagaimana opini audit 

membaca dan mencerminkan risiko fiskal dari struktur daerah menjadi aspek penting dalam mendeteksi kondisi krisis 

lebih awal (Diab & Eissa, 2023). 

Meskipun isu financial distress pada pemerintah daerah telah banyak diteliti, sebagian besar studi sebelumnya 

cenderung fokus pada aspek pengeluaran yang tidak efisien, defisit anggaran, atau rasio utang sebagai indikator utama 

(Brändle & Elsener, 2024; Hanson et al., 2022; Mai et al., 2024; Xu et al., 2020). Padahal, financial distress bersifat 

multifaktor dan seringkali dipicu oleh struktur fiskal daerah itu sendiri, seperti ketergantungan pada dana transfer atau 

rendahnya kapasitas pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang mengintegrasikan variabel-variabel karakteristik 

fiskal dan sosial daerah seperti ketergantungan finansial, kemandirian fiskal, solvabilitas layanan, kemiskinan, dan 

pendapatan asli daerah sebagai determinan financial distress masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pemerintah 

daerah di Indonesia. 

Di sisi lain, opini audit sebagai hasil pemeriksaan eksternal seharusnya berperan sebagai early warning system 

terhadap potensi distress fiskal. Namun, banyak penelitian sebelumnya hanya menempatkan opini audit sebagai variabel 

independen yang berdiri sendiri (Diab & Eissa, 2023; Paranata, 2022; Ibrahim, 2024; Indra et al., 2022), bukan 

sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kondisi struktural fiskal dan potensi distress. 

Padahal dalam praktiknya, opini audit bisa menjadi alat interpretatif terhadap kondisi yang mendasari laporan keuangan 

misalnya seperti apakah kemiskinan tinggi dan PAD rendah itu juga tercermin dalam opini audit yang diberikan. Oleh 

karena itu, penelitian ini menawarkan novelty sebagai berikut: (1) Menyertakan financial distress sebagai variabel penting 

yang dipengaruhi oleh opini audit, yang belum banyak dibahas secara komprehensif; (2) Fokus spesifik pada karakteristik 

auditor (seperti ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, dan kemiskinan) dan kaitannya 

dengan financial distress, sebuah dimensi yang belum sepenuhnya tereksplorasi dalam literatur yang ada; serta (3) 
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Penggabungan kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa sebagai faktor tambahan dalam menganalisis financial distress, 

yang dapat memperkaya kajian literatur terkait pengelolaan keuangan dan audit dalam konteks yang lebih luas.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah opini audit dapat berfungsi 

sebagai sinyal awal terjadinya financial distress pada pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus 

dari daerah tersebut. Penelitian ini akan menguji pengaruh opini audit terhadap kemungkinan terjadinya financial distress 

pada pemerintah daerah, serta bagaimana karakteristik daerah seperti ketergantungan pada transfer dana pemerintah pusat, 

kemandirian daerah, solvabilitas layanan, pendapatan asli daerah, dan kemiskinan dapat mempengaruhi hubungan antara 

opini audit dan potensi kesulitan keuangan. 

Terakhir, studi ini memberikan tiga kontribusi utama yakni (1) Penelitian ini memperkaya literatur 

mengenai financial distress di sektor publik dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak hanya mengkaji indikator 

keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik fiskal dan sosial daerah sebagai determinan utama distress. 

Selain itu, dengan memposisikan opini audit sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan kontribusi baru 

terhadap studi audit sektor publik, khususnya dalam memahami peran opini audit sebagai sinyal atas kondisi fiskal daerah 

bukan hanya sebagai penilaian teknis laporan keuangan; (2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat deteksi dini 

(early warning system) bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi distress secara lebih akurat. Pemerintah 

daerah dapat lebih fokus memperbaiki aspek struktural fiskal yang terbukti signifikan memicu distress, seperti 

ketergantungan pada dana pusat atau rendahnya solvabilitas layanan. Selain itu, hasil studi ini juga dapat digunakan oleh 

auditor untuk mempertajam interpretasi opini terhadap kondisi riil keuangan daerah, bukan hanya berdasarkan kesesuaian 

teknis; dan (3) Secara kebijakan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Dalam 

Negeri, BPK, dan lembaga pengawasan keuangan lainnya dalam merumuskan strategi pembinaan fiskal dan tata kelola 

daerah. Dengan memahami hubungan antara karakteristik daerah, opini audit, dan distress fiskal, maka intervensi 

pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran, terutama pada daerah-daerah dengan kombinasi risiko yang tinggi. 

2. METODE PENELITIAN 

Sebelum membahas terkait dengan metode penelitian, kajian literatur dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

a. Stedwardship Theory 

Teori Stewardship menggambarkan sebuah situasi dimana pengelolaan didalam pemerintah lebih mengutamakan 

tujuan kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan individu (Sakina et al., 2024). Hal ini dikarenakan 

individu memiliki motivasi untuk melakukan layanan publik atau yang seringkali disebut dengan orientasi individu 

untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan berbuat baik untuk orang lain dan Masyarakat (Cuellar, 

2024) Teori ini menekankan pada motivasi pro-sosial alturistik untuk melayani kepentingan publik karena kewajiban 

dan kesetiaan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu dengan memberikan layanan dan kasih 

sayang untuk menciptakan dan memelihara sektor publik yang lebih efisien dan efektif. Pemerintah akan bersama-

sama mendorong para pekerja sosial untuk dapat bekerja keras membantu masyarakat guna mencapai tujuan 

pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya sinkronisasi yang baik akan 

memaksimalkan utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam 

kelompok organisasi tersebut. 

b. Financial Distress 

Financial Distress adalah suatu kondisi dimana keuangan pemerintahan dalam kondisi tidak sehat dan sedang 

mengalami krisis yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyeimbangka anggaran dan menyediakan layanan 

serta memenuhi kewajiban dimasa mendatang (Padovani et al., 2024). Ketika finansial pemerintah memburuk ke titik 

dimana ia tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah tersebut dikatakan 

telah memasuki keadaan kesulitan keuangan. Tanda-tanda kesulitan keuangan yang pertama biasanya berupa 

pelanggaran perjanjian utang yang dimiliki(Tarighi et al., 2022). Dengan kata lain, proses terjadinya financial distress 

dimulai dengan adanya serangkaian kondisi ekonomi yang buruk diiringi dengan manajemen keuangan yang 

merugikan.  

c. Ketergantungan Finansial 

 Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat (Rahmi & Sari, 2023).  Rasio ini  dapat  dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer 

yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan daerah. Ketergantungan finansial pemerintah daerah 

mencerminkan sejauh mana suatu daerah mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan 

kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Ketika ketergantungan ini tinggi, daerah cenderung 

memiliki otonomi fiskal yang rendah dan tidak memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan secara mandiri. 

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi atau tekanan fiskal, daerah yang sangat bergantung pada pemerintah pusat 

lebih rentan mengalami financial distress, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah kesulitan memenuhi kewajiban 

fiskalnya secara berkelanjutan. Keterbatasan dalam mengakses sumber pendapatan sendiri membuat daerah tidak 

mampu merespons dengan cepat terhadap penurunan pendapatan atau kebutuhan belanja mendesak, sehingga 

meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan. Oleh karena itu, ketergantungan finansial diduga berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat financial distress yang dialami oleh pemerintah daerah. 

H1: Ketergantungan finansial berpengaruh terhadap financial distress. 
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d. Kemandirian Daerah 

 Kemandirian keuangan daerah menunjukan daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan retribusi sehingga PAD menjadi 

prioritas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besar kecilnya perbandingan antara 

pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pinjaman daerah (Haptari et al., 2022; Kusumawati, 2024 ). Kemandirian daerah menunjukkan sejauh mana 

pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan 

asli daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang 

memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih stabil secara keuangan karena memiliki kontrol lebih 

besar atas sumber pendapatannya. Sebaliknya, daerah yang kurang mandiri menghadapi risiko lebih tinggi terhadap 

financial distress karena ketergantungannya terhadap pendanaan eksternal membuatnya rentan terhadap perubahan 

kebijakan pusat atau fluktuasi dana transfer. Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin 

kecil kemungkinan daerah tersebut mengalami tekanan keuangan yang berujung pada financial distress. Dengan 

demikian, kemandirian fiskal pemerintah daerah diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat financial distress. 

H2: Kemandirian daerah berpengaruh terhadap financial distress 

e. Solvabilitas Layanan 

 Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas 

pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan Masyarakat (Hanson et al., 2022). Pengertian lain tentang 

solvabilitas layanan adalah suatu kemampuan untuk memberikan layanan kepada Masyarakat(Mamun & Chowdhury, 

2022). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian solvabilitas fiskal merupakan bagian penting 

dari sistem evaluasi kesehatan keuangan pemerintah daerah, termasuk dalam menilai kapasitas layanan publik (Kooij 

& Groot, 2021). Solvabilitas layanan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban 

pembiayaan layanan publik melalui pendapatan yang dimilikinya. Indikator ini menggambarkan efisiensi dan 

kesehatan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik. Daerah yang 

memiliki tingkat solvabilitas layanan yang baik menunjukkan bahwa pendapatan daerahnya cukup untuk menutup 

beban belanja yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, sehingga risiko mengalami tekanan keuangan menjadi 

lebih rendah. Sebaliknya, rendahnya solvabilitas layanan dapat mengindikasikan bahwa pendapatan daerah tidak 

memadai untuk membiayai kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat mendorong daerah masuk dalam kondisi 

financial distress. Oleh karena itu, solvabilitas layanan diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat financial 

distress yang dialami oleh pemerintah daerah. 

H3: Solvabilitas layanan berpengaruh terhadap financial distress 

f. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok dimana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar secara 

ekonomi sesuai dengan standar yang ditetapkan (Fragoso, 2024).Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai 

keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas kemiskinan 

adalah suatu fenomena multiface atau multidimensional (Brady, 2023; M. Marques, 2023; Mansi et al., 2020). Tingkat 

kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh 

pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki tekanan fiskal yang lebih besar 

karena harus menyediakan lebih banyak program bantuan sosial, subsidi, dan layanan dasar untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah. Kondisi ini meningkatkan beban belanja daerah, sementara kemampuan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) biasanya terbatas karena daya beli masyarakat yang rendah. Ketidakseimbangan antara 

kebutuhan belanja sosial dan kemampuan pendanaan inilah yang dapat mendorong terjadinya financial distress. 

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, semakin besar pula potensi daerah tersebut 

mengalami tekanan keuangan. Oleh karena itu, kemiskinan diduga berpengaruh positif terhadap financial distress 

pemerintah daerah. 

H4: Kemiskinan berpengaruh terhadap financial distress 

g. Pendapatan Asli Daerah 

 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan cerminan kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah dalam membiayai 

kebutuhan belanjanya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Islami et al., 2025). 

Tingginya PAD menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi ekonomi yang kuat dan sistem pemungutan pajak atau 

retribusi yang efektif. Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar 

untuk mengelola belanja dan menghadapi tekanan ekonomi, sehingga mampu menjaga kestabilan keuangan secara 

berkelanjutan. Sebaliknya, daerah dengan PAD yang rendah lebih rentan terhadap financial distress karena tidak 

memiliki cukup ruang fiskal untuk menutupi kebutuhan belanja wajib, terutama di masa krisis atau saat terjadi 

penurunan transfer pusat. Oleh karena itu, PAD diduga berpengaruh negatif terhadap financial distress, di mana 

semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin kecil kemungkinan daerah tersebut mengalami tekanan keuangan. 

H5: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap financial distress 

h. Opini Audit 

Opini audit merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan, sehingga sumber 

informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan Keputusan (Diab & Eissa, 2023). 

Terdapat empat kriteria pemberian opini audit oleh pemeriksa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat 1 yakni kesamaan 
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dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

berdasarkan standar akuntansi dan prinsip tata kelola yang baik. Opini audit yang lebih baik, seperti Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan pengelolaan keuangan 

berjalan dengan tertib, efisien, dan transparan. Dalam konteks ini, opini audit berperan sebagai variabel moderasi yang 

dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor fiskal seperti ketergantungan finansial, kemandirian 

daerah, solvabilitas layanan, kemiskinan, dan PAD terhadap financial distress. Misalnya, daerah dengan 

ketergantungan tinggi terhadap pusat namun memperoleh opini audit yang baik mungkin memiliki sistem pengelolaan 

keuangan yang mampu meminimalkan risiko distress. Sebaliknya, meskipun suatu daerah memiliki PAD tinggi, 

namun jika opini audit menunjukkan banyak temuan atau pengecualian, maka risiko financial distress tetap tinggi. 

Oleh karena itu, opini audit diduga memoderasi hubungan antara karakteristik keuangan daerah dan tingkat financial 

distress, baik dalam memperkuat maupun memperlemah arah hubungan tersebut. 

H6: Opini audit memoderasi hubungan antara ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, 

kemiskinan, dan pendapatan asli daerah terhadap financial distress 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Kabupaten/ Kota se-Jawa tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan Kabupaten/ Kota se-Jawa tengah 

disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sentris di pulau Jawa dengan kontribusi PDB triwulan II 2024 

sebesar 57,04%. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 339 Kabupaten/ Kota se-Jawa (113 Kabupaten/ Kota x 3 

tahun). Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling (Campbell et al., 2020), dengan kriteria: (1) 

Pemerintah daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa; (2) Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa yang 

mempublikasikan Laporan Keuangan; (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa pada periode penelitian 2020- 

2022; (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa yang telah diaudit; serta (5) Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa yang menyajikan data lengkap. Selanjutnya, metode pengumpulan data 

yang digunakan yakni metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal 

dari dokumen-dokumen yang sudah ada, yang mana data dalam penelitian ini berasal dari website BPK. 

Tabel 1. Definisi operasional variabel dan pengukurannya 

No. Variabel 

Penelitian 

Jenis 

Variabel 

Kode Definisi Variabel Measurement 

1. Financial 

Distress 

Depende

n 

FD

T 

Financial 

Distress adalah 

ketidakmampuan 

pemerintah 

daerah untuk 

dapat memenuhi 

kebutuhan 

daerahnya yang 

diakibatkan 

adanya penurunan 

ekonomi. 

1. Budget Solvency 

𝐵𝑆 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
 

 

2. Financial Performance of the Budget 

𝐹𝑃𝐵 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

 

3. Financial Performance of the Fund Equity 

 

𝐹𝑃𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

4. Regional Financial Efficiency 

𝑅𝐹𝐸 =  
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

 

2. Ketergant

ungan 

Finansial 

Indepen

den 

KG

F 

Ketergantungan 

finansial adalah 

Besarnya jumlah 

Penerimaan dana 

alokasi dari 

pemerintah pusat 

terhadap 

penerimaan 

daerah. 

 
 

𝐾𝐺𝐹 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  
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No. Variabel 

Penelitian 

Jenis 

Variabel 

Kode Definisi Variabel Measurement 

3. Kemandiri

an Daerah 

Indepen

den 

KMD Kemandirian 

daerah adalah 

kondisi ketika 

pembiyaan 

penyelenggaraan 

pemerintah 

daerah yang 

dilakukan secara 

mandiri yang 

bersumber dari 

PAD. 

 

𝐾𝑀𝐷 =  
𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
 

4. Solvabilita

s layanan 

Indepen

den 

SOL Solvabilitas 

layanan diartikan 

sebagai 

kemampuan  

daerah 

dalam  

menghasilkan 

pendapatan untuk 

menutupi 

operasionalnya 

selama satu 

periode anggaran 

keuangan. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐴

=  
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝐴𝐾)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙)
 

 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵

=  
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝐴𝐾)

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐶

=  
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛. −𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝐴𝐾)

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛
 

  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐷 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
 

5. Pendapata

n Asli 

Daerah 

Indepen

den 

PAD PAD adalah 

pendapatan yang 

diperoleh 

pemerintah 

daerah dari 

berbagai sumber 

didalam 

wilayahnya 

sendiri.  

𝑃𝐴𝐷
=  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
+ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑖𝑠𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛
+ 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝐿𝑎𝑖𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 

 

6. Kemiskina

n 

Indepen

den 

KEM Kemiskinan 

adalah keadaan 

saat 

ketidakmampuan 

untuk memenuhi 

kebutuhan  dasar 

seperti makanan, 

Pakaian, tempat 

berlindung, 

pendidikan, dan 

kesehatan. 

𝑃𝑜 =
1

𝑛
∑ [

𝑧 − 𝑦1

𝑧
] 0

𝑞

𝑖=1
 

7. Opini 

Audit 

Moderas

i 

OPA Opini audit adalah 

pendapat yang 

diberikan oleh 

auditor BPK atas 

laporan keuangan 

yang disajikan 

oleh suatu 

pemerintah 

daerah. 

1. Pendapat Unqualified Opinion diberi skor 

5  

2. Pendapat Unqualified Opinion with 

Explanatory Paragraph diberi skor 4  

3. Pendapat Qualified Opinion diberi skor 3  

4. Pendapat Adverse Opinion diberi skor 2  

5. Pendapat Disclaimer diberi skor 1.  

 

Penelitian ini menggunakan financial distress (FDT) sebagai variabel utama untuk mengukur tingkat tekanan 

keuangan yang dialami oleh pemerintah daerah. Variabel ini dibentuk dengan menggunakan pendekatan rata-rata 

tertimbang dari beberapa indikator keuangan daerah, sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh United Nations 

Development Program (UNDP) dalam pembentukan skor Human Development Index (HDI). Rumus pembentukan 

variabel FD dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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𝐹𝐷𝑇 =  
1

4
(𝐵𝑆 + 𝐹𝑃𝐵 + 𝐹𝑃𝐹 + 𝑅𝐹𝐸)  (1) 

Penelitian ini mengkaji empat indikator utama dalam mengukur kinerja dan efisiensi keuangan daerah. Pertama, 

Budget Solvency (BS), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Kedua, Financial Performance of the Budget (FPB), yaitu indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketiga, Financial Performance of the Fund Equity (FPF), yang menunjukkan 

sejauh mana dana ekuitas dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan daerah. Terakhir, Regional Financial 

Efficiency (RFE) merepresentasikan efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya 

keuangan secara maksimal. Rumus ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah 

daerah dengan menggabungkan aspek efisiensi, solvabilitas, dan performa anggaran. Dalam hal ini FDT dihitung dengan 

membagi akumulasi dari indeks budget solvency, financial performance of the budget, financial performance of the fund 

equity, dan regional finansial efficiency.  

Skor FDT yang lebih tinggi menunjukkan tekanan keuangan yang lebih rendah, sedangkan skor yang lebih rendah 

mencerminkan kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini 

dirumuskan: 

𝐹𝐷𝑇 =  𝛼 + 𝛽1𝐾𝐺𝐹 + 𝛽2𝐾𝑀𝐷 + 𝛽3𝑆𝑂𝐿 + 𝛽4𝐾𝐸𝑀 + 𝛽5𝑃𝐴𝐷 + 𝜀  (2) 

𝐹𝐷𝑇 =  𝛼 + 𝛽1𝐾𝐺𝐹 + 𝛽2𝐾𝑀𝐷 + 𝛽3𝑆𝑂𝐿 + 𝛽4𝐾𝐸𝑀 + 𝛽5𝑃𝐴𝐷 + 𝛽6𝑂𝑃𝐴 + 𝛽7𝐾𝐺𝐹 ∗ 𝑂𝑃𝐴 + 𝛽8𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑂𝑃𝐴 +
𝛽9𝑆𝑂𝐿 ∗ 𝑂𝑃𝐴 + 𝛽10𝐾𝐸𝑀 ∗ 𝑂𝑃𝐴 + 𝛽11𝑃𝐴𝐷 ∗ 𝑂𝑃𝐴 + 𝜀  (3) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Berikut merupakan hasil pengujian regresi linier berganda untuk persamaan model 1: 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1 

Variabel B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 0,998 0,002  476,973 <0,001 

KGF 0,002 0,001 0,080 1,431 0,153 

KMD -0,021 0,008 -0,293 -2,449 0,015 

SOL 9,087E-6 0,000 0,002 0,045 0,964 

KEM -1,686E-5 0,000 -0,180 -2,366 0,019 

PAD 4,267E-15 0,000 0,421 3,319 0,001 

Dependent Variable: FDT 

Selanjutnya, Tabel 2 ini adalah hasil pengujian regresi linier berganda untuk persamaan model 2: 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2 

Variabel B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 0,985 0,028  34,710 <0,001 

KGF 0,002 0,001 0,077 1,370 0,171 

SOL -0,003 0,007 -0,871 -0,486 0,627 

KEM 5,888E-5 0,000 0,627 0,462 0,644 

PAD 3,547E-15 0,000 0,350 0,300 0,765 

OPA 0,003 0,006 0,063 0,478 0,633 

KMDxOPA -0,004 0,002 -0,286 -2,397 0,017 

SOLxOPA 0,001 0,001 0,872 0,487 0,627 

KEMxOPA -1,559E-5 0,000 -0,796 -0,605 0,545 

PADxOPA 9,308E-17 0,000 0,044 0,038 0,969 

Dependent Variable: FDT 

Dibawah ini hasil excluded variables saat pengujian regresi linier berganda: 

Tabel 4. Excluded Variables 

Variabel Beta t Sig. 

KMD 15,063 0,705 0,481 

KGFxOPA -6,492 -0,470 0,638 

Pada Tabel 2 persamaan 1 merupakan pengujian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau interaksi 

antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya, yang didapatkan beberapa hasil analisis regresi 

yakni asil regresi diketahui bahwa besarnya nilai t hitung variabel KGF memiliki siginifikansi 0,153 > 0,05 yang artinya 
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ketergantungan finansial tidak berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian, variabel KMD mempunyai nilai 

signifikansi 0,015 < 0,05 dapat diinterpretasikan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh pada finansial distress. 

Selanjutnya untuk variabel SOL menunjukkan nilai signifikansi 0,964 > 0,05, yang mana solvabilitas layanan dinilai 

memiliki kontribusi terhadap kejadian financial distress. Berikutnya, uji regresi mendapatkan nilai 0,019 < 0,05 untuk 

variabel KEM, yang artinya variabel kemiskinan berpengaruh terhadap financial distress. Terakhir, variabel PAD 

memperlihatkan nilai uji regresi 0,001 < 0,05 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mampu memberikan 

kontribusi signifikan terhadap financial distress. 

Pada Tabel 3 persamaan 2 adalah pengujian yang dilakukan untuk memahami hubungan variabel pemoderator 

yakni opini audit dengan variabel independen dan variabel dependen. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel 

opini audit dapat memoderasi hubungan antara kemandirian daerah dan financial distress yang dapat dilihat dari tingkat 

signifikansi variabel KMDxOPA sebesar 0,017 < 0,05. Selanjutnya, didapat bahwa opini audit tidak dapat memoderasi 

hubungan antara solvabilitas layanan dengan financial distress, hal ini dapat dilihat dari nilai uji signifikansi pada variabel 

SOLxOPA yang telah dilakukan menujukkan nilai 0,627 > 0,05. Berikutnya, variabel KEMxOPA memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,545 > 0,05, yang artinya bahwa opini audit tidak dapat menjadi variabel pemoderasi antara 

kemiskinan dan financial distress. Terakhir, untuk variabel PADxOPA memiliki nilai uji regresi dengan tingkat 

signifikansi 0,969 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa opini audit juga tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel 

pendapatan asli daerah dengan financial distress. 

Hasil analisis regresi dengan metode stepwise menunjukkan bahwa dua variabel, yaitu Kemandirian Daerah 

(KMD) dan interaksi antara Ketergantungan Finansial dan Opini Audit (KGFxOPA) tidak dimasukkan ke dalam model 

akhir. Hal ini karena keduanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, masing-masing 0,481 dan 0,638, yang 

berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-statistik yang rendah (0,705 untuk KMD dan -

0,470 untuk KGFxOPA) juga menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap model sangat lemah. Dengan 

demikian, variabel-variabel ini dieliminasi secara otomatis oleh sistem karena tidak menambah daya prediksi model. Ini 

sejalan dengan prinsip parsimonious model, yaitu mempertahankan hanya variabel yang benar-benar relevan agar model 

lebih efisien dan akurat. 

3.2 Pembahasan 

a. Ketergantungan finansial tidak berpengaruh terhadap financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. Penelitian ini sejalan dengan (Rahmi & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa desentralisasi 

tidak berpengaruh terhadap finansial distress. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun suatu daerah memiliki tingkat 

ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut tidak secara langsung 

menyebabkan daerah mengalami tekanan keuangan (Mamun & Chowdhury, 2022). Salah satu kemungkinan 

penyebabnya adalah adanya kepastian dan konsistensi alokasi dana transfer yang diterima, seperti Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang membuat daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan belanja 

wajibnya (Ardiansyah et al., 2024). Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki mekanisme perlindungan fiskal melalui 

kebijakan dana insentif daerah, dana cadangan, atau program pemulihan ekonomi daerah, yang dapat mengurangi 

dampak ketergantungan tersebut terhadap kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, tingkat ketergantungan 

finansial tidak selalu menjadi indikator utama dalam menentukan apakah suatu daerah mengalami financial distress 

atau tidak, karena masih banyak faktor lain yang turut memengaruhi stabilitas keuangan pemerintah daerah. 

b. Kemandirian daerah berpengaruh terhadap financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

pemerintah daerah. Penelitian ini memperkuat (Nazar Ali & Indra Arza, 2024) yang melakukan penelitian serupa. 

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa kemampuan fiskal yang dimiliki daerah untuk membiayai belanja secara 

mandiri memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian 

tinggi, tercermin dari proporsi PAD yang besar terhadap total pendapatan, cenderung lebih mampu mengelola risiko 

fiskal dan menjalankan fungsi pemerintahan secara berkelanjutan (Alshaib et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh 

fleksibilitas fiskal yang lebih besar, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja dengan 

kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, 

daerah dengan kemandirian rendah lebih rentan terhadap financial distress karena bergantung pada dana transfer yang 

tidak selalu stabil atau cukup. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal 

merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi potensi krisis keuangan di tingkat pemerintah daerah. 

c. Solvabilitas layanan tidak berpengaruh terhadap financial distress 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eliza et al., 2024) bahwa hasil penelitian menunjukkan solvabilitas 

layanan pada pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Artinya, tingkat solvabilitas 

yang umumnya mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya tidak secara 

langsung mempengaruhi kondisi financial distress yang dialami oleh pemerintah daerah tersebut. Fenomena ini bisa 

dijelaskan dari karakteristik khusus pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbeda dengan entitas bisnis pada 

umumnya. Pemerintah daerah tidak berorientasi pada laba dan memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil dan 

terikat regulasi, seperti dana perimbangan dan pajak daerah, sehingga risiko financial distress tidak hanya bergantung 

pada solvabilitas saja. 
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Selain itu, financial distress pada pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi pengelolaan 

anggaran, pengendalian belanja, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pengelolaan hutang, serta kebijakan fiskal 

yang diterapkan (Abeysekera, 2024). Faktor-faktor tersebut cenderung lebih determinan dalam menentukan 

kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan keuangan dan menghindari kondisi defisit yang dapat 

memicu financial distress. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa solvabilitas pemerintah daerah mungkin belum 

sepenuhnya mencerminkan risiko fiskal yang sesungguhnya karena adanya intervensi pusat, mekanisme dana transfer, 

dan aturan anggaran yang ketat. Oleh karena itu, meskipun solvabilitas tercatat baik, pemerintah daerah tetap dapat 

mengalami tekanan keuangan apabila aspek pengelolaan keuangan lainnya tidak optimal. Temuan ini 

menggarisbawahi pentingnya melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kesehatan keuangan pemerintah 

daerah dengan memperhatikan indikator-indikator lain seperti likuiditas, efektivitas belanja, dan kualitas pengelolaan 

pendapatan. Solvabilitas saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi financial distress di sektor layanan 

pemerintah daerah. 

d. Kemiskinan berpengaruh terhadap financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian 

ini mendukung (Sari & Kristanti, 2024) yang menemukan bahwa masyarakat dengan pendapatan yang rendah 

mengalami krisis finansial yang serius. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi 

faktor penyebab meningkatnya risiko financial distress, baik pada individu, kelompok masyarakat, maupun pada level 

pemerintah daerah (Brady, 2023; Cooper, 2021; M. Marques, 2023). Kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses 

terhadap sumber daya finansial, pendapatan yang tidak stabil, dan rendahnya kemampuan untuk mengelola keuangan 

secara optimal(Cooper, 2021). Kondisi ini memicu ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga 

berpotensi menimbulkan tekanan finansial yang berujung pada financial distress. Di tingkat pemerintah daerah, 

tingginya angka kemiskinan juga berdampak pada berkurangnya basis pajak dan pendapatan asli daerah, sehingga 

kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan layanan publik menjadi terganggu (Wang et al., 2021). 

Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi kesulitan likuiditas dan risiko defisit anggaran yang bisa mengarah pada 

financial distress.  

Lebih jauh, kemiskinan juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal. Jika konsumsi menurun, pendapatan daerah 

pun ikut menurun sehingga berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan daerah (Mansi et al., 2020). Temuan ini 

menegaskan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kesehatan 

keuangan dan mencegah financial distress, baik di tingkat individu maupun institusi pemerintah. Kebijakan yang 

fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi solusi efektif dalam 

mengurangi risiko financial distress yang diakibatkan oleh kemiskinan. 

e. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

pada pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rupilu et al., 2023).Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan PAD dapat membantu mengurangi risiko terjadinya financial distress, sedangkan penurunan PAD 

berpotensi memperbesar kemungkinan pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan (Arsyad & Nalien, 2024). 

PAD merupakan sumber pendapatan utama yang berasal dari wilayah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketersediaan PAD yang memadai menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah untuk membiayai operasional dan kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana 

transfer dari pemerintah pusat atau sumber lain yang tidak stabil (Arsyad & Nalien, 2024). 

Ketergantungan yang tinggi pada PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki fleksibilitas lebih dalam 

mengelola keuangannya, menjaga likuiditas, serta menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan nyata. Sebaliknya, jika 

PAD rendah atau tidak optimal, pemerintah daerah akan kesulitan memenuhi kewajiban keuangan dan pembiayaan 

layanan publik sehingga meningkatkan risiko financial distress (D. N. Sari & Murtanto, 2024). Temuan ini 

menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan PAD sebagai salah satu strategi utama dalam menjaga kesehatan 

keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi PAD melalui inovasi kebijakan fiskal, 

peningkatan kepatuhan pajak, dan efisiensi administrasi agar mampu menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan PAD yang baik akan berkontribusi positif dalam mengurangi risiko 

financial distress dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

f. Opini audit memoderasi hubungan antara ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, 

kemiskinan, dan pendapatan asli daerah terhadap financial distress 

Opini audit merupakan pendapat resmi auditor mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika 

opini audit yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan dianggap transparan dan dapat 

dipercaya. Dalam kondisi ini, kemandirian daerah yang mengindikasikan kemampuan daerah mengelola keuangannya 

secara mandiri akan lebih efektif dalam mencegah financial distress (Kraus et al., 2021). Opini audit yang baik 

memperkuat pengaruh positif kemandirian daerah dengan meningkatkan kredibilitas dan validitas data keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, opini audit tidak memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan 

dan financial distress. Hal ini dapat terjadi karena solvabilitas layanan yang menggambarkan efisiensi fiskal dan 

kemampuan pembiayaan layanan publik tidak selalu tercermin secara langsung dalam opini audit (Kooij & Groot, 

2021; Mishi et al., 2022), yang lebih menilai kepatuhan dan penyajian teknis laporan keuangan. Oleh karena itu, jenis 

opini audit tidak mengubah kekuatan hubungan antara solvabilitas layanan dan risiko financial distress. 
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Selain itu, opini audit juga tidak memoderasi hubungan langsung antara kemandirian daerah dan financial distress 

secara umum maupun hubungan variabel lain dengan financial distress. Ini menunjukkan bahwa pengaruh 

kemandirian daerah dan faktor-faktor lain terhadap financial distress cukup kuat dan independen tanpa tergantung 

pada opini audit sebagai variabel penguat. Secara keseluruhan, opini audit berperan penting dalam memperkuat 

pengaruh kemandirian daerah terhadap financial distress, tetapi tidak berperan sebagai moderator pada hubungan 

solvabilitas layanan dengan financial distress maupun hubungan langsung lainnya.  

Meskipun demikian, hasil analisis regresi dengan metode stepwise menunjukkan bahwa 

variabel KMD dan KGFxOPA tidak dimasukkan ke dalam model akhir, sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel Excluded Variables. Nilai signifikansi untuk variabel KMD sebesar 0,481 dan untuk KGFxOPA sebesar 0,638, 

keduanya melebihi ambang batas signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kedua variabel tersebut tidak memiliki kontribusi yang signifikan secara statistik terhadap model regresi yang 

dibangun. Lebih lanjut, nilai t-hitung yang relatif rendah (0,705 untuk KMD dan -0,470 untuk KGFxOPA) juga 

memperkuat temuan bahwa pengaruh kedua variabel terhadap variabel dependen tidak signifikan. Meskipun nilai 

koefisien Beta menunjukkan arah hubungan (positif untuk KMD dan negatif untuk KGFxOPA), namun karena nilai-

nilai tersebut tidak didukung oleh signifikansi statistik yang memadai, maka keduanya dikeluarkan dari model 

prediksi akhir. Pengeluaran variabel-variabel ini sejalan dengan prinsip efisiensi model dalam regresi stepwise, yaitu 

hanya mempertahankan variabel-variabel independen yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi 

variabel dependen  (Susiswo et al., 2014) Dengan demikian, model akhir yang dihasilkan lebih parsimonious dan 

memiliki daya prediksi yang lebih baik. 

4. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress, kemungkinan karena adanya kepastian alokasi dana dan mekanisme 

perlindungan fiskal dari pemerintah pusat. Sebaliknya, kemandirian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) 

berpengaruh signifikan dalam mengurangi risiko financial distress, karena keduanya mencerminkan kemampuan fiskal 

daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan. Kemiskinan juga terbukti berpengaruh signifikan 

meningkatkan risiko financial distress, mengingat tingginya kemiskinan menurunkan basis pajak dan PAD serta 

mengganggu likuiditas daerah. Namun, solvabilitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, 

mengingat karakteristik pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbeda dengan entitas bisnis dan adanya 

intervensi pusat. Opini audit yang wajar tanpa pengecualian memperkuat pengaruh kemandirian daerah terhadap financial 

distress, namun tidak memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan, ketergantungan finansial, kemiskinan, PAD, dan 

financial distress secara keseluruhan. Dengan demikian, menjaga kemandirian fiskal, meningkatkan PAD, serta 

mengentaskan kemiskinan menjadi kunci utama dalam mengelola risiko financial distress pada pemerintah daerah. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya 

pada pemerintah daerah di Pulau Jawa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah di 

Indonesia yang memiliki karakteristik fiskal dan sosial yang lebih beragam. Kedua, penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari laporan keuangan dan opini audit yang tersedia secara publik, sehingga ada kemungkinan adanya 

keterbatasan dalam merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Ketiga, variabel moderasi opini audit hanya diuji dalam 

bentuk interaksi linier tanpa mempertimbangkan bentuk non-linear atau pendekatan struktural yang lebih kompleks, yang 

mungkin dapat memberikan gambaran hubungan yang lebih menyeluruh. Lebih jauh, peneliti menyarankan pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui 

inovasi kebijakan pajak dan efisiensi administrasi guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat, sekaligus 

memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai upaya penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah. Selain itu, 

penguatan manajemen keuangan dan pengendalian belanja perlu dilakukan untuk menjaga solvabilitas layanan meskipun 

tidak berdampak langsung pada financial distress. Transparansi dan kualitas laporan keuangan harus terus dijaga agar 

opini audit dapat memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengelolaan kemandirian fiskal, 

serta memungkinkan kebijakan fiskal daerah menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan 

kondisi ekonomi lokal guna mencegah potensi financial distress secara lebih efektif. Terakhir, penelitian mendatang 

disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan menyertakan seluruh provinsi di Indonesia agar temuan menjadi 

lebih representatif secara nasional. Selain itu, penggunaan data primer seperti wawancara atau survei terhadap pejabat 

daerah dan auditor dapat memperkaya pemahaman kontekstual mengenai pengambilan keputusan fiskal dan pengaruh 

opini audit. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan metode analisis alternatif, seperti Structural Equation 

Modeling (SEM) atau panel data regression, untuk menangkap hubungan kompleks antara variabel karakteristik fiskal, 

opini audit, dan financial distress secara lebih mendalam. Terakhir, disarankan untuk mengeksplorasi peran faktor 

institusional seperti kualitas tata kelola, transparansi anggaran sebagai variabel intervening atau moderating tambahan. 
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